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ABSTRAK

Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji mengenai pengaturan perlindungan hukum
terhadap pekerja tidak tetap, dimana perlindungan hukum terhadap pekerja telah diatur dalam
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dalam pasal
tersebut menjelaskan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai suatu kesempatan
yang sama untuk memperoleh suatu pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa ada yang
membedakan. Penelitian ini juga mengkaji mengenai mengenai pekerja tidak tetap
berdasarkan dengan statusnya sebagai pekerja dengan waktu tertentu yang telah diatur dalam
Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dimana
perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan yang menurut jenis
dan sifat atau kegiatan pekerjaanya akan selesai dalam waktu tertentu. Penelitian ini secara
umum bertujuan untuk dapat mengetahui mengenai permasalahan mengenai pelanggaran
terhadap hak-hak perkerja tidak tetap yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan
permasalahan yang terjadi terhadap pekerja tidak tetap yang memiliki kontrak kerja dengan
sistem perjanjian kerja waktu tertentu khususnya di Daerah Kabupaten Bekasi, serta untuk
mengetahui apa saja hambatan yang diterima oleh pihak perusahaan dalam pemenuhan hak-
hak bagi pekerja tidak tetap dan pihak pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang
berkenaan dengan hak-hak pekerja tidak tetap.Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan
lemahnya sistem hukum di Indonesia dan kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah
khususnya Dinas Ketenagakerjaan dapat mengakibatkan banyaknya perusahaan yang
melakukan pelanggaran terutama yang berkenaan dengan hak-hak bagi pekerja tidak tetap.
Karena permasalahan ini sanngat merugikan bagi pihak pekerja tidak tetap, dimana pekerja
tidak tetap memiliki beberapa perbedaan hak dengan pekerja tetap, sehingga perusahaan akan
dengan mudah melakukan pelanggaran terhadap pekerja tidak tetap terutama daerah
Kabupaten Bekasi yang menjadi salah satu Kota Indrustri tentu banyak terjadi pelanggran-
pelanggaran yang terjadi antara tenaga kerja dengan pihak perusahaan dalam bidang
ketenagakerjaan.
Kata Kunci: Hukum Ketenagakerjaan, Pekerja Tidak Tetap, Perlindungan Hak.
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I. Pendahuluan
Indonesia sejatinya telah memasuki era globalisasi yang mengharuskan terjadinya

suatu perubahan dalam segala bidang, tidak terkecuali dalam bidang ketenagakerjaan.
Perkembangan ini dapat dilihat dari dua hal, yang pertama adalah dengan adanya peluang
kerja yang terbuka lebar bagi para pencari kerja, dan yang kedua adalah telah semakin
ketatnya persaingan yang terjadi pada bursa kerja dalam negeri karena mulai banyaknya
tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Kemudian dari sisi demokrasi dalam bidang
ketenagakerjaan telah muncul kesadaran mengenai hak-hak pekerja yang harus dipenuhi
tanpa adanya unsur diskriminasi. Sehingga dari hal ini dapat dilihat telah meningkatnya
peran campur tangan pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan. Peran pemerintah dapat
terlihat dengan adanya hubungan antara tenaga kerja dengan pengusaha yang didasarkan
oleh hubungan industrial.> Dimana dalam hal ini tidak saja melibatkan pekerja dan
pengusaha akan tetapi memperlihatkan posisi pemerintah sebagai pihak ketiga.
Permasalahan mengenai ketenagakerjaan di Indonesia awalnya terjadi seputar
hubungan antara pekerja dan pengusaha, namun dalam perkembangan selanjutnnya mulai
muncul masalah tentang hubungan kerja dimana terdapat ketidakseimbangan antara
pengusaha dan tenaga kerja dalam pemenuhan haknya. Bukan hanya pelanggran terhadap
hak tenaga kerja saja, akan tetapi semakin ketatnya persaingan usaha membuat pengusaha
melakukan efisiensi biaya produksi, yang akhirnya berimbas pada tuntutan kerja bagi
pekerja dalam bentuk pembatasan kerja sampai pada pemutusan hubungan Kkerja.
Permasalahan mengenai tenaga kerja ini juga tidak hanya melibatkan dua pihak saja akan
tetapi dapat melibatkan pihak-pihak lainnya termasuk pemerintah atau badan-badan

hukum lainnya.

! Lalu Husni, 2010, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta, PT Raja Grafindo
Persada, him. 23
? Eko Wahyudi, 2016, Hukum Ketenagakerjaan, Jakarta, Sinar Grafika, him. 24
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Lemahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dapat dilihat dari beberapa praktik
dalam bidang ketenagakerjaan yang berkenaan dengan pekerja tidak tetap, salah satunya
pekerja tidak tetap tidak mempunyai hak atas sejumlah tunjangan, upah yang lebih rendah,
bahkan mulai muncul adanya pemutusan hubungan kerja masal. Terlepas dari tujuan suatu
perusahaan untuk dapat meningkatkan daya saing dan efisiensi, perlindungan terhadap
pekerja/buruh juga harus menjadi suatu prioritas. Pentingnya perlindungan bagi
pekerja/buruh pasti akan berhadapan dengan kepentingan pengusaha untuk tetap bertahan
dalam menjalankan usahanya, sehingga seringkali pihak yang terkait secara langsung
adalah pengusaha dan pekerja/buruh.?

Mengingat kedudukan pekerja yang lebih rendah dari pada pengusaha maka perlu
adanya campur tangan dari pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum,
perlindungan hukum disini bertujuan supaya di dalam hubungan kerja dapat terjamin
adanya suatu keadilan maupun suatu perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi
pekerja/buruh yang keduanya merupakan tujuan dari suatu perlindungan hukum itu

sendiri.*

. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan terhadap hak-hak pekerja tidak tetap di PT Suzuki Indomobil
Motor Kabupaten Bekasi?
2. Bagaimana hambatan dalam pemenuhan hak-hak pekerja tidak tetap di PT Suzuki

Indomobil Motor Kabupaten Bekasi?

* Eggy Sujana, 2005, Nasib dan Perjuangan Buruh di Indonesia. Renaisan, Jakarta, him. 1

* Fithriatus Shalihah, “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum
Ketenagakerjaan Indonesia dalam Prespektif HAM” Faculty of Law, Universitas Islam Riau, diakses pada 04
Januari 2019 pukul 22.28 WIB



Metode Penelitian

A. Jenis Penlitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan
pendekatan yuridis empiris, pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah
hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif
dilapangan baik berupa data, informasi, dan pendapat yang didasarkan pada
identifikasi hukum dan efektifitas hukum, yang dapat dilakukan dengan wawancara
dengan pihak terkait.

Data Penelitian
Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan, yaitu data primer
dan data sekunder.
1. Data Primer
Data primer pada penelitian ini berupa data langsung yang diperoleh dari
tangan pertama yang belum diolah dan belum diuraikan oleh orang lain.
2. Data Sekunder
Data sekunder dalam suatu penelitian hukum merupakan data yang diperoleh
dari suatu hasil penelaahan suatu keputusan atau penelaahan terhadap berbagai
literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian

yang sering disebut sebagai bahan hukum.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Wawancara
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyiapkan

pertanyaan, melakukan tanya jawab dengan responden dan narasumber yang

> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta,
Pustaka Pelajar, HIm.44.



bertujuan untuk mendapatkan informasi. Tujuan wawancara ini adalah untuk
memperoleh data primer dan mendapatkan informasi tentang objek yang akan
diteliti sehingga data-data yang diperoleh benar-benar akurat.
2. Studi Kepustakaan
Teknik pengumpulan data yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang
ada. Baik bahan hukum sekunder, bahan hukum primer maupun bahan hukum
tersier atau bahan non hukum. Melihat, membaca, mendengarkan dan media
internet sebagai salah satu bahan yang digunakan dalam penelitian terkait dengan
pelaksanaan pemenuhan hak-hak pekerja tidak tetap.
D. Lokasi Penelitian
Dalam penelitiana ini lokasi yang akan dijadikan tempat untuk melakukan penelitian
adalah di daerah Kabupaten Bekasi.
E. Responden dan Narasumber
Responden:

1. 3 Pekerja Tidak Tetap di PT Suzuki Indomobil Motor Kabupaten Bekasi

Narasumber:

1. Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten
Bekasi atau Pihak yang Mewakilinya ( ibu Ernawati,.S.E )

2. Kepala Bagian Hubungan Industrial PT Suzuki Indomobil Motor Kabupaten
Bekasi atau Pihak yang Mewakilinya ( bapak Yanuar,.S.H)

3. Kepala Perserikatan Buruh Bagian Otomitif Kabupaten Bekasi atau Pihak yang

Mewakilinya (bapak Masja.,S.H)



F. Metode Penentuan Sampel

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari individu-individu yang
karakteristiknya hendak diteliti.° Sampel adalah bagian dari populasi yang akan
diambil secara tertentu yang dapat mewakili dari populasi. Terdapat 2 macam sample
yaitu random sampling dan non random sampling. Dalam penelitian ini penulis
melakukan penelitian dengan cara random sampeling terhadap 3 orang pekerja tidak
tetap dari berbagai macam jenis latar belakang pekerjaan yang berbeda di PT Suzuki
Indomobil Motor.

G. Analisis Data

Analisis data yang akan dilakukan oleh penulis dengan menganalisis secara
kualitatif dengan metode deskriptif, data yang telah diperoleh dari suatu tinjauan
kepustakaan akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode dekriptif
yang akan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Analisis ini akan digunakan oleh penulis untuk dapat
membandingkan antara data-data yang sebenarnya dengan undang-undang yang telah
ada.

Metode deskriptif ini bermaksud untuk membuat deskripsi atau suatu
gambaran secara faktual dan sistematis menganai fakta-fakta yang akan diteliti di PT
Suzuki Indomobil Motor tentang bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak-hak pekerja
waku tertentu yang dijadikan sebagai salah satu pedoman untuk mengambil

kesimpulan yang didasarkan pada data yang diperoleh saat melakukan penelitian.

® Djarwanto, 1994, Pokok-Pokok Matode Riset dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi, Yogyakarta, Liberty,
him. 420



IVV. Hasil Penelitian

A. Perlindungan Terhadap Hak-Hak Pekerja Tidak Tetap
1. Hak-Hak Pekerja Tidak Tetap Berdasarkan Dengan Perundang-Undangan

Perlindungan hukum merupakan salah satu hak bagi pekerja, perlidungan
hukum terhadap pekerja ini dimaksudkan untuk dapat menjamin hak-hak dasar
bagi pekerja untuk dapat diperlakukan sama tanpa adanya diskriminasi sehingga
dapat mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya. Perlindungan hak-
hak pekerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, yaitu:

1) Perlindungan Hak Atas Upah

Perlindungan dalam melakukan pembayaran upah bagi pekerja pemerintah
telah mengeluarkan kebijakan dalam menentukan batas minimum bagi upah
pekerja. Pemerintah menetapkan upah minimum bagi para pekerja disetiap
daerah berdasarkan dengan kebutuhan hidup dan berdasarkan dari
produktivitas dan pertumubhan perekonomian disetiap daerah. Pasal 1 angka
30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
menjelaskan mengenai pengertian upah, dimana upah adalah hak bagi
pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai
imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pekerja yang telah
ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau
peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan atau

jasa yang telah atau akan dilakukan.

2) Hak Jaminan Sosial Pekerja
Setiap pekerja dalam melakukan suatu pekerjaan akan menghadapi resiko,

maka pekerja memerlukan suatu instrument atau alat yang dapat mengurangi



3)

4)

bahkan mencegah timbulnya resiko dalam melakukan pekerjaan tersebut.
Jaminan sosial tenaga kerja diatur dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana setiap pekerja berhak untuk
memperoleh suatu jaminan sosial tenaga kerja. Perlindungan ini merupakan
salah satu perlindungan ekonomis dan perlindungan sosial sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), Pasal 12 ayat
(1), Pasal 14 dan Pasal 15 serta Pasal 16, Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial.

Hak Atas Keselamatan dan Kesehatan Pekerja

Perlindungan atas keselamatan dan kesehatan bagi pekerja merupakan

salah satu hak dari pekerja yang telah diatur dalan Pasal 86 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perlindungan ini

bertujuan untuk melindungi keselamatan bagi pekerja untuk mewujudkan

produktivitas kerja yang optimal, dengan cara pencegahan kecelakaan akibat

pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja.

Hak Berorganisai dan Berserikat

Hak pekerja untuk dapat ikut serta dalam suatu organisasi yang

bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan dan hak dari pekerja itu sendiri,

sehingga hak yang dapat diterima oleh pekerja telah terjamin oleh perusahaan.

Hak untuk berorganisasi dan berserikat ini telah diatur dalam Pasal 104

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penjelasan

dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap pekerja berhak untuk

membentuk dan menjadi anggota dari serikat pekerja atau serikat buruh.



2. Hak-Hak Pekerja Tidak Tetap di PT Suzuki Indomobil Motor Kabupaten
Bekasi

Salah satu tujuan dalam pembangunan sistem ketenagakerjaan adalah dengan
cara memberikan perlindungan kepada pekerja, dimana hal tersebut merupakan
salah satu wujud untuk memenuhi kesejahteraan bagi pekerja sebagaimana yang
telah diatur dalam Pasal 4 huruf ¢ Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.

PT Suzuki Indomobil Motor merupakan suatu perusahaan yang
mempekerjakan pekerja tidak tetap, dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak bagi
perkerja PT Suzuki Indomobil Motor telah memenuhi semua hak-hak bagi pekerja
baik yang memiliki status tetap maupun tidak tetap. PT Suzuki Indomobil Motor
dalam melakukan pemenuhan hak-hak bagi pekerja didasarkan pada perjanjian
kerja bersama (PKB), dimana perjanjian kerja bersama tersebut dibuat dan
disepakati bersama oleh pihak perusahaan dan pihak serikat buruh, sehingga
aturan-aturan yang tedapat di dalam perjanjian kerja bersama tersebut tidak
merugikan bagi kedua belah pihak, baik pihak perusahaan maupun pihak pekerja,
karena serikat pekerja tersebut akan mementingkan hak-hak bagi pekerja agar
dapat dijamin oleh perusahaan sedangkan pihak perusahaan akan memuat aturan-
aturan yang tidak akan merugikan bagi perkembangan produksi perusahaan itu
sendiri.

Walaupun dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak bagi pekerja di PT Suzuki
Indomobil Motor telah terpenuhi dan telah menjaminkan hak pekerja sesuai
dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan berdasarkan oleh undang-undang,
tetap harus ada pengawasan dan pembinaan terhadap pengusaha dan pekerja yang

dilakukan oleh pihak Dinas Tenagakerja dalam pelaksaan pemenuhan hak-hak



pekerja tidak tetap agar dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-
undagan.

3.Pelanggaran Terhadap Pekerja Tidak Tetap di PT Suzuki Indomobil Motor
Kabupaten Bekasi

Suatu perusahaan dalam melakukan proses produksi membutuhkan tenaga
kerja, tenaga kerja pada awal melakukan pekerjaan akan didasarkan oleh suatu
perjanjian dengan perusahaan agar dapat melakukan pekerjaan diperusaan tersebut
pembuatan perjanjian sudah pasti dilakukan oleh pekerja dan perusahaan. PT
Suzuki Indomobil Motor Kabupaten Bekasi merupakan salah satu perusahaan yang
menggunakan sistem perjanjian kerja waktu tertentu untuk pekerja tidak tetap,
dimana berdasarkan hasil penelitian rata-rata pekerjaan yang menggunakan jasa
pekerja tidak tetap adalah semua bagian pekerjaan yang terdapat diperusahaan
tersebut, asalkan tidak mengerjakan pekerjaan yang bersifat tetap hal tersebut tidak
dipermasalahkan. Mengenai perjanjian kerja waktu tertentu sendiri sudah memiliki
dasar hukum yang telah mengatur mengenai jangka waktu maupun jenis pekerjaan
yang dapat dilakukan oleh pekerja tidak tetap, namun dalam praktiknya ternyata
masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan.

Salah satu masalah yang muncul ialah adanya ketidak pastian hukum, seperti
sulitnya upaya dalam melakukan suatu penegakan hukum terhadap pelanggar
aturan hak bagi pekerja tidak tetap yang tidak diimbangi dengan sanksi yang tegas.
Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan suatu masalah
yang membuat perusahaan dapat melakukan pelanggaran terhadap pekerja tidak
tetap. Sehingga hal ini dapat menimbulkan banyak permasalahan yang akan terjadi
disuatu perusahaan, seperti adanya permasalahan mengenai kejelasan nasib para

pekerja dan jam kerja yang tidak sesuai dan masalah pengupahan.
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Pelanggaran yang sering dilakukan oleh suatu perusahaan juga terkait dengan
palanggaran mengenai batas waktu kerja yang telah ditetapkan bagi para pekerja
tidak tetap berdasarkan Pasal 59 ayat (1) butir ke 2 (dua) Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa pekerjaan yang
dapat dilakukan oleh pekerja tidak tetap, paling lama pekerjaan tersebut dapat
diselesaikan selama 3 tahun, namun kenyataanya banyak perusahaan yang tetap
mempekerjakan pekerja dengan memperpanjang waktu yang telah ditentukan,
tanpa melakukan pengangkatan terhadap para pekerja tidak tetap tersebut.

B. Hambatan Dalam Pemenuhan Hak-Hak Bagi Pekerja Tidak Tetap di Kabupaten
Bekasi
1. Hambatan Pemenuhan Hak Pekerja Tidak Tetap di PT Suzuki Indomobil
Motor Kabupaten Bekasi

Permasalahan yang sering dialami oleh para pekerja tidak tetap adalah banyak
hak-hak belum dipenuhi oleh pihak pengusaha maupun oleh pemerintah yang
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
dan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Seperti hak untuk
mendapatkan biaya bantuan yang disediakan oleh perusahaan, mendapatkan upah
secara tepat waktu sesuai dengan yang telah diperjanjikan, mendapatkan
perlindungan keselamatan kerja, kematian, kesehatan, penghargaan dan tidak
mendapatkan perlakuan diskriminatif.

PT Suzuki Indomobil Motor sebagai salah satu perusahaan yang
mempekerjakan pekerja tidak tetap, telah memenuhi semua hak-hak bagi para
pekerjanya karena perusahaan tidak membedakan hak antara pekerja tidak tetap
dengan pekerja tetap, perbedaan hanya terdapat pada hak yang memang jelas

dibedakan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. PT Suzuki Indomobil
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Motor telah memberikan upah kepada pekerja sesuai dengan upah minimum
regional yang sesuai di Kota Bekasi, dan memberikan program jaminan kesehatan
untuk para pekerja. Pekerja sendiri tidak mengalami kesulitan dalam memahami
mengenai perjanjian kerja waktu tertentu yang menjadi dasar hukum bagi pekerja
tidak tetap, dengan terpenuhinya hak-hak pekerja tersebut maka merupakan bentuk
terlaksanannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Tidak dapat dipungkiri ternyata masih terdapat beberapa pelanggaran yang
berkenaan dengan hak pekerja tidak tetap dimana masih banyaknya pekerja tidak
tetap melakukan pekerjaan yang bersifat tetap, dimana seharusnya pekerjaan
tersebut hanya dapat dikerjakan oleh pekerja yang telah berstatus sebagai pekerja
tetap, karena dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
menjelaskan bahwa pekerja tidak tetap hanya dapat melakukan pekerjaan dengan
jenis, sifat dan kegiatan tertentu.

Permasalahan tidak sesuainya pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja tidak
tetap menjadi hal yang memang sering terjadi dibeberapa perusahaan, karena
apabila dilihat dari sigi bisnis, perusahaan tidak memiliki jaminan apakah
kedepannya omset perusahaan akan mengalami kenaikan atau penurunan, sehingga
apabila perusahaan mengangkat langsung pekerja menjadi pekerja tetap untuk
melakukan pekerjaan yang bersifat terus menerus atau tetap, kemudian omset
perusahaan mengalami penurunan, maka perusahaan akan melakukan pemutusan
hubungan kerja secara masal dan akan mengeluarkan banyak upah bagi pekerja

tetap tersebut, hal tersebut akan membuat perusahaan lebih mengalami kerugian
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lagi, lalu akan meningkatkan jumlah pengangguran yang ada, dan akan berakhir
dengan sektor perindustrian yang tidak stabil.”

Selain pelanggaran mengenai sifat pekerjaan yang tidak sesuai dengan pekerja
tidak tetap, terdapat juga pelanggaran yang terjadi yaitu pelanggaran terhadap
pekerja tidak tetap, dengan membuat perjanjian baru bagi pekerja tidak tetap yang
merubah jangka waktu dalam perjanjian kerja sebelumnya, dimana perusahaan
telah membuat perjanjian baru bagi para pekerja tidak tetap yang telah melakukan
2 (dua) kali kontrak kerja, dimana perjanjian baru tersebut muncul hanya untuk
mengubah mengenai jangka waktu bagi pekerja tidak tetap tersebut tetapi tidak
merubah status pekerja tidak tetap menjadi pekerja tetap. Dimana jangka waktu
yang telah diperpanjang dalam perjanjian kerja baru tersebut memanfaatkan masa
tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) hari. Jangka waktu bagi pekerja tidak tetap
telah diatur dalam Pasal 59 ayat (3) Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Selama masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dipergunakan
oleh perusahaan untuk melakukan perpanjangan jangka waktu kerja bagi pekerja
tidak tetap sehingga pekerja tetap pelakukan pekerjaan diperusahaan. Perjanjian
kerja yang mengubah jangka waktu bagi pekerja tidak tetap tersebut disebut
sebagai addendum, sehingga bagi pekerja tidak tetap akan kehilangan hak untuk
dapat memanfaatkan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari tersebut untuk
mencari peluang pekerjaan yang lebih baik lagi.

Setelah perjanjian addendum selama 30 (tiga puluh) hari tersebut berakhir,
pekerja tidak tetap memang mendapatkan kontrak baru tetapi dengan pembaruan
kerja, dimana seharusnya pekerja mendapatkan perpajangan kerja bukan

pembaruan kerja karena pekerja tidak mendapatkan masa tenggang waktu selama

’ Hasil Wawancara dengan Narasumber: Rawinda.S.S Bagian Hubungan Industrial PT. Suzuki Indomobil
Motor Plant Pulogadung, Jakarta Timur 27 Februari 2019
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30 (tida puluh) hari, yang dimaksud perpanjangan adalah melanjutkan hubungan
kerja setelah perjanjian kerja berakhir tanpa adanya pemutusan kerja. Sedangkan
pembaharuan adalah melakukan hubungan kerja baru setelah perjanjian telah
berakhir melalui pemutusan hubungan kerja dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh)
hari. Dimana waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut dimanfaatkan oleh perusahaan
untuk mempertimbangkan akan melakukan perpanjangangan atau pemutusan
hubungan kerja, sedangkan manfaat bagi pekerja tidak tetap sendiri adalah untuk
mencari peluang pekerjaan yang lebih pasti dan menguntungkan bagi kesejahteraan
pekerja dan keluarganya, permasalahan kontrak kerja tersebut jelas melanggar
peraturan yang berlaku. Bahkan tidak sedikit pekerja tidak tetap yang telah
melakukan addendum tetap berakhir dengan pemutusan hubungan kerja.
Addendum sediri merupakan istilah dalam suatu kontrak kerja yang berarti
tambahan Kklausula atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya
namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok.® Para pihak yang membuat
kontrak dapat mengubah syarat-syarat dan norma-norma hukum yang terdapat
dalam akta kontrak yang telah mereka buat, karena faktor perkembangan bisnis
dimana salah satu pihak merasa kontrak kerja tersebut telah tidak sesuai lagi.
Sehingga apabila suatu perusahaan melakukan addendum terhadap pekerjanya
maka hal tersebut merupakan suatu pelanggaran, walaupun perjanjian tersebut
disepakati oleh kedua belah pihak, karena apabila perusahaan masih membutuhkan
jasa pekerja tidak tetap seharusnya dilakukan pengangkatan terhadap pekerja
tersebut, karena apabila dilakukan addendum status pekerja dalam perjanjian kerja
tersebut masih menjadi pekerja tidak tetap dan jangka waktu dalam addendum

mengambil masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari, dimana waktu tersebut dapat

® Rezkie Prajwalita, Oktober 2016, “Hak Pekerja Pada Addendum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
Berdasarkan Undang-Undanng No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pada PT. Bengkalis Kuda Laut”,
diakses pada 04 Maret pukul 16.00 WIB
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dimanfaatkan bagi pekerja untuk mencari peluang pekerjaan yang lebih pasti
diperusahaan yang lain.

2.Hambatan Pemerintan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap
Hak Pekerja Tidak Tetap di Kabupaten Bekasi

Dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum bagi para pekerja pasti

tidak selalu berjalan dengan baik, dalam perjalanannya pasti terdapat hambatan
yang diterima oleh pemerintah. Hambatan-hambatan yang sering diterima oleh
pemerintah adalah sebagai berikut:

a. Dari pengusaha atau perusahaan yang dapat menjadi sebuah penghambat adalah
banyaknya perusahaan yang tidak melakukan pelaporan kepada Dinas
Tenagakerja atas perubahan jumlah pekerja/buruh.’ permasalahan yang sering
terjadi disuatu perusahaan dan banyak perusahaan yang lebih memilih untuk
melakukan pelanggaran secara besama-sama dengan alasan akan terjadinya
ketidak seimabangan produksi diperusahaan dan akan terjadinya penurunan
saham perusahaan.

b. Dari pekerja/buruh yang dapat menjadi sebuah penghambat adalah masih
banyaknya pekerja/buruh yang tidak melaporkan mengenai permasalahan yang
terjadi kepada Dinas Tenaga Kerja, mengenai pemenuhan hak yang seharusnya
diberikan oleh pihak perusahaan.’® Karena mayoritas pekerja lebih memilih
untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sampai pada tingkat perusahan saja,
karena mereka berfikir apabila menyelesaikan permasalahan melalui jalur
hukum akan membutuhkan proses yang rumit dan membutuhkan waktu yang

lama untuk dapat memperjuangkan hak-haknya.

° Hasil Wawancara dengan Narasumber: Ernawati., S.E Bagian Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Bekasi 06 Maret 2019.
‘% Hasil Wawancara dengan Narasumber: Ernawati., S.E Bagian Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Bekasi 06 Maret 2019.
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c. Dari sistem pengawasan yang dapat menjadi sebuah penghambat adalah masih
belum optimalnya peran pengawas dalam melakukan pengawasan terhadap
pelanggaran yang terjadi berkaitan dengan tenaga kerja, dengan adanya suatu
sistem pengawasan diharapkan dapat menciptakan pelakasanan terhadap
peraturan yang ada agar berkerja sesuai dengan sebagaimana mestinya dan juga
diharapkan dengan adanya sistem pengawasan ini dapat meminimalisir
pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan oleh pihak perusahaan. Dari
peran pengawas Dinas Tenaga Kerja yang dapat menjadi penghambat adalah
kurangnya personil pengawas sehingga dalam melakukan pengawasan terhadap
perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi belum maksimal, selain itu dalam
Surat Edaran Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE/918/PPK-
SES/1X/2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi dan

Kabupaten/Kota.

Masih kurang optimalnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga
Kerja merupakan salah satu hambatan yang sangat berpengaruh dalam meminimalisir
tinggat pelanggaran yang terjadi.'* Menurut ibu Ernawati, hambatan yang dialami
oleh Dinas Tenaga kerja Kabupaten Bekasi adalah masih kurangnya personil dalam
melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang terdapat di daerah Kabupaten
Bekasi, dimana Kabupaten Bekasi merupakan salah satu sektor industri terbesar yang
ada diseluruh Kota Bekasi, sehingga apabila melakukan sosialisasi maupun
penegakan hukum terhadap suatu permasalahan mengenai ketenagakerjaan
membutuhkan waktu yang cukup lama, karena memang banyak keluhan yang
terdaftar dan banyak keluhan yang diterima oleh pihak Dinas Tenaga Kerja mengenai

hak-hak yang masih diabaikan oleh pihak perusahaan maupun oleh pemerintah.

" Hasil Wawancara dengan Narasumber: Ernawati., S.E Bagian Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Bekasi 06 Maret 2019.
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Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan
pengawasan terhadap tenaga kerja dan dapat mengoptimalkan fungsi dari bagian
pengawasan tersebut, presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan, yang
menyataan bahwa Pengawasan menegani ketenagakerjaan adalah suatu kegiatan
untuk mengawasi dan menegakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan
dibidang ketenagakerjaan.”> Selain hambatan yang telah terjadi dalam sistem
pengawasan, berdasarkan hasil penelitian hambatan lainnya adalah rendahnya
kesadaran dari pihak perusahaan untuk memenuhi hak-hak terhadap pekerja/buruh.
Berkaitan dengan sistem bagi pekerja tidak tetap banyak terjadi pelanggaran karena
sifat dan jenisnya tidak tetap, sehingga perusahaan dapat dengan mudah melakukan
pelanggaran diatas aturan yang masih belum begitu jelas mengenai pekerja tidak
tetap, dan hak tersebut akan sangat berdampak dan merugikan bagi pihak

pekerja/buruh.

Dari sinilah dapat dilihat pemasalahan yang terjadi dari sisi pemerintah. Dimana
pemerintah sebagai pelaksana dari suatu Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak
dapat melaksanakan fungsinya karena hukum tidak mengatur mengenai permasalahan
addendum dan perubahan status pekerja dari pekerja tidak tetap menjadi pekerja tetap.
Apabila terjadi permasalahan tersebut pemerintah hanya dapat memberikan sebatas
himbauan supaya perusahaan tersebut tidak melakukan pelanggaran dan tidak
melakukan tindakan perubahan sepihak yang dapat merugikan hak bagi para
pekerja/buruh. Dimana himbauan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut jarang
mendapatkan tanggapan positif dari para pengusaha dan perusahaan, sehingga dapat

terlihat betapa terpuruknya hak-hak tenagakerja yang ada di Indonesia.

*? Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan.
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V. Simpulan dan Saran
A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dari salah satu Bidang Dinas Tenaga

Kerja Kabupaten Bekasi dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan hukum bagi pekerja yang memiliki status sebagai pekerja tidak tetap
yang pertama adalah pekerja/buruh tersebut harus berani untuk melaporkan
kepada Dinas Tenagakerja apabila terjadi permasalahan yang terkait dengan hak-
hak bagi pekerja tersebut, karena memang masih banyak pekerja/buruh yang
merasa hak-haknya dilanggar oleh suatu perusahaan tetapi enggan untuk
melaporkan permasalahn tersebut, karena mereka berfikir dapat melaporkan
permasalahan vyang terjadi kepada Perserikatan Buruh terlebih dahulu
dibandingkan dengan melaporkannya kepada pengawas Dinas Tenaga Kerja, para
pekerja/buruh juga banyak yang berfikir apabila melaporkan permasalahan ke
Dinas Tenaga Kerja akan membutuhkan proses yang lama dan membutuhkan
biaya yang cukup bersar dalam menyelesaikannya, bahkan mereka berfikir
permasalahan yang berkenaan dengan pekerja/buruh tersebut belum tentu dapat
diselesaikan apabila dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja, mereka juga sangat
memiliki kekhawatiran akan terjadinya pemutusan hubungan yang akan diberikan
oleh perusahaan, karena di Kabupaten Bekasi sendiri tingkat pengangguran yang
ada masih dapat dikatakan relative banyak, walaupun Bekasi merupakan Kota
Industri. Mulai masuknya pekerja asing ke dalam ranah perindustrian yang ada di
Kabupaten Bekasi membuat banyak pekerja/buruh lebih memilih untuk menerima
permasalahn yang terjadi kepada mereka selama mereka masih dapat bekerja
diperusahaan tersebut, kesejahteraan bagi keluarga adalah hal yang paling

diutamakan oleh pekerja/buruh sendiri.
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2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dalam upaya memberikan
perlindungan terhadap tenaga kerja adalah banyaknya pihak perusahaan yang
melakukan pelanggaran untuk memprioritaskan keuntungan bagi perusahaan saja
dan dampaknya ialah banyak hak-hak pekerja yang terabaikan oleh perusahaan.
Banyak juga perusahaan yang melakukan pelanggaran dengan mendasarkan
pelanggaran tersebut dengan sebuah penjanjian yang dilakukan dengan pihak
pekerja dimana pihak pekerja sendiri tidak begitu faham mengenai apa yang telah
diperjanjikan dan akan berdampak untuk pekerja/buruh, merka hanya mengetahui
keuntungan-keuntungan yang telah ditawarkan oleh perusahaan pada saat
membuat suatu perjanjian tanpa menjabarkan dengan jelas akan berdampak seperti
apa perjanjian yang dibuat antara pekerja/buruh dengan perusahaan. Sistem
pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah juga masih kurang optimal untuk
melindungi tenaga kerja, pemerintah mengakui mengenai hal tersebut.

B. Saran
Saran-saran yang dapat dikemukakan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan

adalah sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah diharapkan dapat melakukan suatu revisi terhadap pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 agar dapat memuat kekurangan yang ada
sehingga dapat disesuaikan dengan permasalahan yang benar-benar terjadi dan
dapat mengikuti perkembangan jaman dan menyesuaikan dengan praktiknya. Pasal
yang harus dilakukan revisi adalah Pasal 56 ayat (2), Pasal 59 ayat (1 sampai 8)
dan Pasal 60 ayat (1 dan 2).

2. Selain melakukan revisi terhadap Undang-Undang pemerintah sebagi penegak
hukum juga diharapkan dapat memberikan teguran bagi para pengusaha yang
masih melanggar dan mengabaikan hak-hak pekerja/buruh. Dapat dibuatkan sanksi
yang berat terhadap perusahaan yang melanggar dan tidak memenuhi hak-hak
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pekerja sesuai dengan yang telah tertera di dalam Undang-Undang. Dan bagi para
pekerja/buruh harus lebih berani dalam melakukan tindakan atau membuat suatu
pelaporan apabilah memang hak-hak yang seharusnya diterima tidak diberikan oleh
pihak perusahaan, sehingga pelanggaran tersebut dapat ditindak lanjuti melalui
jalur hukum.

. Untuk pemerintah khusunya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi agar dapat
memperbanyak tenaga pengawas yang ada karena kurang optimalnya kerja dari
staf pengawas dapat membuat pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan akan
terus menerus terjadi dan tidak dapat mengawasi jalannya perlindungan hak bagi
pekerja, walaupun telah melakukan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan yang
ada di Kabupaten Bekasi hal tersebut dirasa belum berdampak besar dalam

meminimalisir permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi.
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